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 PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANY AR o

NOMOR o8 'TAHUN 2017
' TENTANG
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TAHUN 2018

DEN GAN RAHMAT TUHAN YAN G MAHA ESA

BUPATI KARANGANY AR

a bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaJ 26 ayat (2); o
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
... Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) i
 -Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah =~
= Daerah ‘sebagaimana telah diubah ‘beberapa kali, terakhir
~ dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang =

~ Perubahan = Kedua Atas. Undang-Undang ‘Nomor .23 -
- Tahun 2014 tentang ' Pemerintah Daerah, Pemerintah =

- Daerah wajib- menyusun Rencana Ker_;a Pemerintah Daerah -
Tahun 2018 yang menjadi pedoman penyusunan .
’ *Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belan_;a Daerah
A -'TahunAnggaran 2018; o
”}b bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud

. dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupatl tentang -

s Rencana Ker_la Pemermtah Daerah Tahun 2018;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang‘ SR

~ Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten : ‘dalam' S
- Lingkungan Provm31 Jawa Tengah; o

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan’ .

'~ Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003 - .
- Nomor 47, - Tambahan - Lembaran Negara RCpUbllk» o
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang -Nomor 'I‘ahun 2004 tentang" o

Perbendaharaan . Negara. - (Lembaran Negara Republik

.-~ - Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran S
" Negara Republik Indonesia Nomor 4355); s
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang ‘Sistem IR

- Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); _

. .Unda.ng-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

. Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara ‘Republik * Indonesia -Tahun 2007

Nomor - 33, Tamba.han Lembaran Negara | Repubhk»

Indone81a Nomor 4700}, o
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun , 2011 tentang o
~ Pembentukan Peraturan Perundang—undangan (Lembaranj o
' Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
_'},Tambahan Lembaran . Negara Repubhk Indonesxa:* o
- Nomor 5234), e B
. Unda.ng—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang LEe
- Pemerintahan - Daerah (Lembaran Negara - Republik
- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
-~ . Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
~ telah diubah beberapa kah, terakhir dengan Undang-
| Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
 Atas’ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ~
- Pemerintahan Daerah (Lembaran ~Negara - Republik =
‘Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, ‘Tambahan Lembaran- o
‘vNegara Republik Indonesia Nomor 5679); S
. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang; o
~ Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara ~
 Republik Indonesia ‘Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
. Lembaran Negara 'Republik Indones1a Nomor 4576)
sebagannana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah RPN
- Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan =
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem =
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik- -
- Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran R
- Negara Republik Indonesia Nomor 5155); - - S
Peraturan Pemerintah .Nomor 58 Tahun 2005 tentang
S Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembara.n Negara Repubhk .
~Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran R
. Negara Republik Indonesia Nomor 4578); =~ B
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang R
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada =~
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
* Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, -
. Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan - L
. Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik =
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran .
‘Negara Repubhk Indonesia Nomor 4693); - S
Peraturan Pemerintah . Nomor: 41 Tahun 2007 tentang R
© Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik =
- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 ’I‘ambahan Lembaran_.g --
 Negara Nomor. 4741); L
‘Peraturan Pemerintah . Nomor 6 Tahun 2008 tentang} L
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
R (Lembaran Negara Repubhk ‘Indonesia Tahun 2008 -
- Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repubhkv’}_ S
* Indonesia Nomor 4815);
Peraturan Pemerintah- ‘Nomor 7 Tahun 2008 tentangﬁ PR
'~ Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara SR
~ Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, 'I‘ambahan_ S

Lembaran Negara Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 8" Tahun 2008 tentang?__. -
‘Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan =
" Evaluasi  Pelaksanaan Rencana = Pembangunan Daerah

~ (Lembaran 'Negara Republik Indonesia Tahun 2008'

o ‘Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4698), R



. Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka -

L 15» Peraturan Presxden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
 Pembangunan- Jangka Menengah 3 Naszonal o

' Tahun 2015-2019;

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006"’:1; .
\tentang Pedoman  Pengelolaan ‘Keuangan = Daerah -~ =
. sebagaimana telah diubah ‘beberapa kali, terakhlr dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

- tentang Perubahan Kedua Atas. Peraturan Menteri Dalam
. "Negeri- Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman .

~ Pengelolaan Keuangan Daerah;

'Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 86 Tahun 2017

o o
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

 Evaluasi Pembangunan ‘Daerah, Tata Cara Evaluasi

 Rancangan = Peraturan Daerah  tentang Rencana S

o Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara =
~ Perubahan = Rencana Pembangunan Jangka Panjang =
- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Mencngah Daerahj o

~ dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;- BN
Peraturan Daerah  Provinsi Jawa Tengah Nomor 8- T
-~ Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan S
Pembangunan = Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Provinsi - Jawa Tengah - =

18

Pembangunan ‘Jangka - Panjang Daerah dan Rencana

-~ (Lembaran Daerah Prov1n31 Jawa Tengah Tahun 2006
- Nomor 8 Seri E Nomor 1); -

Peraturan Daerah - Provmm Jawa Tengah Nomor 3
- Tahun 2008 tentang ‘Rencana Pembangunan Jangka
~ Panjang  Daerah ~  Provinsi ~ Jawa = Tengah
-~ Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
" Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran R
~ Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65); . o
. Peraturan - Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 I

R Menengah Daerah (RPJMD) = Provinsi Jawa Tengah -

‘Tahun 2013-2018 (Lembaran - Daerah Provinsi Jawa
' Tengah Tahun 2009 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan R
" Lembaran Daerah Provinsi Jawa 'I‘enga.h Nomor 21); L
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar- Nomor 11 - e
' Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pemba.ngunan Daerah ‘dan Pelaksanaan Musyawarah’_ '

' Perencanaan  Pembangunan = Daerah = Kabupaten B
- Karanganyar. (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar SR

' Tahun 2007 Nomor 11);

20,
“.  Tahun 2014 tentang. Rencana pembangunan Jangka

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2

. Menengah Daerah ‘Kabupaten - Karanganyar .

- Tahun 2014 2018 (Lembaran ‘Daerah - - Kabupaten
 Karanganyar Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran R

. Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2) sebagaimana .=~
' telah diubah - dengan = Peraturan Daerah = Kabupaten

T Karanganyar Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan

. Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 -~ -
" Tahun 2014 tentang Rencana ‘Pembangunan Jangka
_— Menengah . Daerah Kabupaten -~ Karanganyar
Tahun 2014 2018 (Lembaran - Daerah  Kabupaten =
' 'Karanganyar Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lernbaran R
Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15), . o



Menetapkén

23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 -
Tahun 2016 tentang = Pembentukan dan Susunan
- Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran
‘Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar j
Nomor67) ' , S ‘

MEMU’I‘USKANi

PERATURAN  BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 '

Pasal 1

Rencana Kerja Pemenntah Daerah Tahun 2018, selanjutnya' :
disebut RKPD Tahun 2018, adalah dokumen perencanaan
pembangunan Kabupaten Karanganyar untuk priode 1 (satu) -

~ tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 Januan 2018

dan berakhir pada tanggal 31 Descmber 2018
Pasal 2

RKPD Tahun 2018 'sebagainmna dimaksud dalam Pasal 1
berfungsi sebagai pedoman untuk :
a. penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018 yang didahului dengan penyusunan
- Kebijjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
- Daerah serta Prioritas Plafon dan Anggaran Sementara; e
b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun
Anggaran 2018 dalam rangka  penyelenggaraan
pcmermtahan dan pembangunan;

e pengusulan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Provinsi Tahun 2018 serta Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018;

d. memadukan dan mensinergikan rencana program dan
kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) -
di tahun kelima (Tahun 2018);

e. seluruh pelaku pembangunan dalam mendukung
terlaksananya pembangunan daerah Tahun 20 18 .

Pasal 3
Sistematika RKPD Tahun 2018, adalah sebaga1 berikut :
BAB1 : PENDAHULUAN - : B
BABII : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN ,.
' LALU DAN CAPAIAN KINERJA

v - PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN .

BABIII : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
 DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ,

"BABIV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN

DAERAH '

BABV : RENCANA PROGRAM DAN  KEGIATAN

- - PRIORITAS DAERAH o -
BABVI : PENUTUP :



Ura1an secara rinci RKPD Tahun 2018 sebagalmana dxmaksudw R

~ © dalam Pasal III' dimuat dalam Lampiran yang merupakan’f o

: baglan yang ndak terplsahkan dan Peramran Bupan ini.
. ,;}Peraturan Bupatl 1n1 mula1 berlaku pada tanggal dlundangkan { g
Agar setlap orang mengetahumya memermtahkanv, o

o pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyaﬁ:f;v
- dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar -

Dltetapkan d1 Kara.ngan yar: o
ST _ IR pada tanggal & wy /u,r &O/ﬂ
JR ~BUPATI AR,

St

Dlundangkan d1 Karanganyar LD s
. pada tangg a ug fud /;{ ' AU
RIS DAERAR KABUPATEN KARANGANYAR




